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ABSTRAK 

 
EFEKTIFITAS  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PELANGGARAN LALU LINTAS  YANG MENGAKIBATKAN 

KEMATIAN DI WILAYAH  HUKUM  POLRES  

 KABUPATEN   BANYUASIN 

 

 

Oleh 

 

M ABDUL KHOLIK 

 

 Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres 

Kabupaten Banyuasin setiap tahun  menunjukkan jumlah korban kecelakaan lalu 

lintas yang meninggal dunia tiap tahun mengalami peningkatan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagimana efektifitas  penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas  yang mengakibatkan kematian di 

wilayah  hukum  polres  kabupaten   banyuasin; dan 2) Bagaimanakah upaya 

penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian 

di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian hukum yuridis empiris Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak 

pidana  pelanggaran  lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum 

Polres Kabupaten Banyuasin  dikatakan telah efektif terbukti dengan tersangka 

dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 77 KUHP, yang mana diancam dengan hukuman 

pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah). Namun, karena tersangka selaku  pelanggar lalu lintas  

sendiri meninggal duni00611, maka sesuai pasal 77 KUHP sehingga perkara 

tersebut tidak dapat dilanjutkan dan diterbitkan surat perintah penghentian 

penyidikan. Sementara jalan non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap 

terjadinya kecelakan lalu lintas dan 2) Upaya penanggulangan tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres 

Kabupaten Banyuasin yaitu 1) Upaya pre-emtif, memberikan penyuluhan dan 

bimbingan di masyarakat dan sekolah; 2) Upaya preventif, pemasangan rambu-

rambu lalu lintas, 3) upaya represif, penindakan yang dilakukan terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas; dan 4) upaya pembinaan melaui pembinaan di rumah 

tahanan. 

 

Kata Kunci:    efektifitas  penegakan hukum, tindak pidana pelanggaran lalu lintas, 

  kematian   
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ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION 

TRAFFIC VIOLATION THAT INVOLVES DEATH IN THE LEGAL  

AREA OF POLRESBANYUASIN DISTRICT 

 

By 

 

M ABDUL KHOLIK 

 

 Traffic accident cases that occur in the jurisdiction of the Banyuasin 

District Police Station each year indicate the number of victims of traffic accidents 

who die each year has increased. The formulation of the problem in this study is 1) 

How is the effectiveness of law enforcement against traffic violations that result in 

death in the legal district of Banyuasin district police; and 2) How is the effort to 

overcome traffic accidents that result in death in the jurisdiction of the Banyuasin 

District Police ?. The research method used is juridical empirical legal research 

The source of data used in this study consists of primary data and secondary data. 

Based on the results of the study show that 1) The effectiveness of law enforcement 

on traffic violations that cause death in the Legal District of Banyuasin District 

Police is said to have been proven to be effective with suspects subject to Article 

310 paragraph (4) Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation 

Jo Article 77 of the Criminal Code, which is threatened with a criminal sentence of 

a maximum of 6 (six) years and / or a fine of at most Rp. 12,000,000.00 (twelve 

million rupiah). However, because the suspect as a traffic violator himself died in 

the world of 00611, then according to article 77 of the Criminal Code so that the 

case cannot be continued and a warrant for terminating the investigation is issued. 

While the non-reasoning road is more directed at preventing the occurrence of 

traffic accidents and 2) Efforts to overcome traffic accidents that result in death in 

the jurisdiction of the Banyuasin District Police, namely 1) Pre-eminent efforts, 

providing counseling and guidance in the community and schools; 2) Preventive 

measures, installation of traffic signs, 3) repressive efforts, actions taken against 

traffic violators; and 4) coaching efforts through coaching in detention centers. 

 

Keywords: effectiveness of law enforcement, traffic violations, death 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan Perkembangan teknologi transportasi, sistem 

transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat 

yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, 

udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai 

dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat 

transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai 

kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya 

adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar 

proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Namun hal ini juga diiringi 

dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti 

kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas1 

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi 

darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas 

yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai 

aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Saat ini, banyak sekali 

kecelakaan transportasi yang terjadi terutama berkaitan dengan transportasi 

darat. Hampir setiap media televisi menyampaikan berita kecelakaan terutama 

para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya 

                                                             
1 Effendi,  Rusly. 2013, Asas-Asas  Hukum Pidana, Lembaga  Kriminologi Unhas, 

Ujung Pandang , hlm. 14 

 

1 



2 

 

penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat 

rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya maupun 

pengguna jalan khusus (Tol) yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada 

dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan 

dirinya sendiri maupun orang lain. 2 

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor 

untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa 

meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi 

transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. 

Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin 

luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa 

dekade terakhir. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu 

lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi 

kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku 

bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor 

apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat 

diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya 

kecelakaan.  

Peningkatan jumlah sepeda motor di Kabupaten Banyuasin berdampak 

pada peningkatan jumlah kecelakaan. Menurut data unit Laka Lantas Polres 

kabupaten Banyuasin, angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasi 

selama tahun 2018 sejumlah 223 kasus dan melibatkan 371 sepeda motor. 

Sedangkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 90 orang, korban luka 

                                                             
       2 Ibid, hlm 46 
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ringan sebanyak 196 orang dan korban luka berat 85 orang.  Banyaknya korban 

dan kerugian yang ditimbulkan, baik akibat hilangnya nyawa, maupun biaya 

yang diperlukan untuk pengobatan dan rehabilitasi penderita, maka kecelakaan 

lalu lintas termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan 

perhatian serius dari semua pihak yang terkait. 

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan 

suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa 

sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. 

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung 

jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-

hati. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, 

sebagaimana uraian diatas juga terjadi.  

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat 

tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak 

pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara 

mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.3 Di antara faktor-

faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal 

tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam 

mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut  tidak jarang 

menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.  

                                                             
3 Bambang Poernomo, 2010, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi 

Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10 
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Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:  

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:  

a. Kecelakaan lalu lintas ringan;  

b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau  

c. Kecelakaan lalu lintas berat.  

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 

kendaraan dan/atau barang.  

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan 

dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.  

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia atau luka berat.  

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan 

kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.4  

 

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak 

mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan 

membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu 

persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari 

sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan 

yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.5 Adanya kecelakaan 

merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan 

lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang 

melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa  

orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur 

kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI 

                                                             
 4 Ibid, hlm. 112-113   

 5Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco 

Bandung, hlm. 80  
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dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361.  Sanksi 

pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan 

kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: “Barangsiapa karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.6  R. 

Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak 

dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya 

merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”.7  

 Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan diatur dalam beberapa pasal yaitu :52  

      Pasal 309   

Ayat ini berisikan pidana terhadap setiap orang yang tidak 

mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang 

diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).   

Pasal 310  

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan 

kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka 

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 

(dua juta rupiah).   

                                                             
 6Moeljatno, 2013, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, 

Jakart, hlm. 127  

 7R. Soesilo, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm 248.  
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(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka 

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).   

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)  

Pasal 311   

1) Setiap orang  yang  dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor 

dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).   

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan 

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).   

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan 

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta 

rupiah).   

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).   

5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).   

 

Berdasarkan observasi di lapangan, menunjukkan salah satu contoh 

kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebakan kematian yaitu pada berkas 

perkara   nomor: LP/07.08/A- /IX/2018/LANTAS) menunjukkan kronologi 

terjadinya kecelakaan pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 

14.10 di jalan Palembang Tanjung Api-Api KM 09 Desa Gasing Kecamatan 
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Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah terjadi laka lantas antara kendaraan 

sepeda motor Yamaha Jupiter BG 6735 ABI yang dikendarai  oleh Saudara 

Muhhamad Alwi Bin Chin OI Khiong yang datang dari Tanjung Api-Api tjuan 

arah ke Palembang dengan membawa karung yang berisikan  Singkong di ikat 

dibelakang sepeda motor, kemudian saat di tempat kejadian perkara kendaraan 

melajud engan kecepatan tinggi sehingga oleng dan bersenggolan dengan 

kendaraan toyota Hilux BG 9171 ND yang dikemudikan oleh MK ali 

Kurniawan Bin Jumaidi yang datang dari arah berlawanan yaitu arah 

Palembangbertujuan ke arah Tanjung Api-Api. Karena jarak yang terlalu dekat 

sehingga kecelakan tidak dapat dihindari lagi. Akibat dari kejadian tersebut , 

pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter BG 6735 ABI  saudara 

Muhhamad Alwi Bin Chin OI Khiong mengalami luka robek di kening bagian 

kepala, lua patah di bagian hidung dan meninggal dunia. Sedangkan kendaraan 

toyota Hilux BG 9171 ND dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terluka8. 

Penyebab kecelakaan lalu lintas sepeda motor disebabkan oleh faktor 

pengendara, kendaraan dan lingkungan Kondisi tersebut tidak diimbangi 

dengan prasarana dan sarana jalan serta transportasi publik yang memadai. 

Kondisi lalu lintas yang semakin padat, membuat orang-orang beralih 

menggunakan sepeda motor karena sepeda motor dianggap dapat menghemat 

waktu tempuh dan irit bahan bakar. Penambahan jumlah sepeda motor di jalan 

raya berbanding lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di 

Kabupaten Banyuasin.  

                                                             
8 Dokumentasi Polres Banyuasin, 2018 
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Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, 

sebagaimana uraian diatas juga terjadi. Berdasarkan observasi di lapangan, 

menunjukkan tingkat pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang menyebakan 

kematian. Adapun data jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Banyuasin tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.  

Tabel I 

Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2015-2018 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Kasus 

Korban  

Kerugian 

 Materil 
 

Meninggal 

Dunia 

Luka 

Berat 

Luka 

Ringan 

2014 524 21 365 377  Rp 1.138.000.000 

2015 460 33 358 294 Rp     956.670.000 

2016 474 17 349 321 Rp 1.521.850.000 

2017 353 10 230 289 Rp 1.319.500.000 

2018 154 70 40 44 Rp     788.050.000 

Jumlah 

S 

 

1965 151 1342 1325 Rp 5.724..070.000 

       

 

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angka kecelakaan lalu 

lintas di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2018` dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2018 sebanyak 1965 kasus yang mengakibatkan 151 korban 

meninggal dunia, 1342 korban luka berat, dan 11325 korban luka ringan serta 

mengakibatkan kerugian materil sebanyak Rp 5.724.070.000. 

Pada tabel di atas terlihat pula bahwa kasus angka kecelakaan lalu lintas 

di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2018 setiap tahun mengalami penurunan 

yakni pada tahun 2014 terdapat 624 kasus, tahun 2015 terdapat 560 kasus, 

tahun 2016 mengalami peningkatan terdapat 574 kasus dan pada tahun 2017 

mengalami penurunan terdapat 453 kasus kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya 

terlihat pula pada tabel bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang 

Sumber  : Unit Laka Lantas Polres Banyuasin, 2018 
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meninggal dunia tiap tahun mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2014 

terdapat 21 korban, tahun 2015 terdapat 33 korban, tahun 2016 terdapat 17 

korban dan pada tahun 2017 terdapat 10 korban dan pada tahun 2018 meingkat 

menjadi 70 korban jiwa. Dalam Pasal 24 UULLDAJdisebutkan bahwa: 

1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran 

lalu- lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang 

menggunakan jalan, wajib : 

a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat 

merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamtan 

lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan 

jalan dan bangunan jalan 

b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di 

jalan sesuai dengan peruntukannya. 

2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab 

terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di 

jalan. 

 
 Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan 

penulisan dengan judul “EFEKTIFITAS  PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  YANG 

MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH  HUKUM  POLRES  

KABUPATEN   BANYUASIN”  

 
 

B. Permasalahan 

                 Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

Permasalahan yang di ambil dalam penullisan  ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana  

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah  Hukum  

Polres  Kabupaten   Banyuasin? 
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu 

lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten 

Banyuasin? 

C. Ruang Lingkup Pembahasan 

           Ruang lingkup adalah Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup 

juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi 

atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini lebih 

terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan dengan menitikberatkan pada efektifitas penegakan hukum 

terhadap tindak pidana  pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian 

di Wilayah  Hukum  Polres  Kabupaten   Banyuasin. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                  Tujuan dan  manfaat penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana  

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah  

Hukum  Polres  Kabupaten   Banyuasin. 

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran 

lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres 

Kabupaten Banyuasin. 
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E. Kerangka Teori  dan Konsepsional 

1.  Kerangka Teori 

a.   Teori Efektifitas Hukum 

   Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu 

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait 

yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.9 Ketika 

berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru 

dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika 

suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah 

efektif10  Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto11 adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, 

yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

  Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 

ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para 

                                                             
 9 Barda Nawawi Arief, 2013,  Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra 

Aditya Bandung, hlm.  67. 

 10 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada 

Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm..375 

 11 Ibid,  hlm.  8 
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penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang 

tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan 

berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan 

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat 

dalam pergaulan hidup.”12 

  Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer.Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 

hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern 

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang 

sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi 

canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh 

pejabat yang berwenang.13 Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias 

dalam Marcus Priyo Guntarto14sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi 

effektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: 

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi 

aturanaturan yang bersangkutan. 

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 

dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari 

melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan 

para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi 

dalam proses mobilisasi hukum. 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, 

akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa. 

                                                             
 12 Soerjono Soekanto, 2007, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya 

Bandung, hlm.7 

 13 Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit.,hlm 308. 

 14 Ibid. 



13 

 

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan 

warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan 

pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu 

efektif. 

    Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto 

yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila : 

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi 

target 

2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh orang yang menjadi target hukum 

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi 

target hukum. 

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat 

mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 

dilaksanakan daripada hukum mandatur. 

5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus 

dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu 

sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat 

untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional 

dan memungkinkan untuk dilaksanakan.15 

     

   Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot 

sebagaimana16dikutip Felik adalah sebagai berikut: 

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan 

penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 

diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif 

secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. 

Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara 

gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau 

menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan 

sanggup menyelsaikan.17 

 

 

                                                             
 15Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka 

Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 

Semarang,  hlm 7171 

 16 Soerjono Soekanto,2007,  Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 

hlm.20 

        17 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, hlm. 303 
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b.   Teori Penanggulangan Kejahatan  

 Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori 

penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, 

maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang 

harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan 

proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan 

pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun 

setelah terjadi kejahatan.18 Ada tiga cara penanggulangan yang bisa 

dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif.  

 
1) Pre-emtif  

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. 

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak 

ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 

meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emtif 

ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan 

pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya menaati 

hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak 

yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau 

ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap 

masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak 

kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk 

masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga 

melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak 

maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara 

melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan 

yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- 

menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak 
berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini 

masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang 

                                                             
         18Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian 

Masyarakat, Jakarta, hlm 2  
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ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.  

 Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya 

penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah 

melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha 

yang sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan 

akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, 

seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa 

tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. 

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya 

pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa 

memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha 

membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah 

dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus 

dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran 

akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak 

lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi 

pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan 

habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.19  

 

2) Preventif  
 Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 

dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah 

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah 

kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik 

kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-

usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar 

tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya 

ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan 

memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan 

kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan 

kejahatan. Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa 

menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus 

berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga 

mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan 

kurang penerangan.   

 Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah 

lakusesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan 

perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas 

kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena 

gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang 

                                                             
       19 M.Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114  
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mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 

dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat 

uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat 

ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang 

memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 

dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor 

ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, 

psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian 

juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan 

ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah 

terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya 

kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan 

(siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat 

melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan 

sekitar tempat tinggal.  

 Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif 

biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan 

metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina 

mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan 

lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara 

penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan 

dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya 

dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum 

dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang 

berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi 

masyarakat.   

 Untuk memperkuat kemampuan operasional 

penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, 

social will dan  individual will. Kehendak pemerintah (pollitical 

will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social 

will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, 

serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau 

individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta 

senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat 

kejahatan.20 Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak 

tersebut adalah dengan cara :  

a) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi 
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk 

penyelesaian perkara pidana.  

b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan 
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.  

c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-
syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.  

d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur 
pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil 

guna dalam penanggulangan kriminalitas.  

                                                             
       20Ibid, hlm 170  
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e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan 
penanggulangan kriminalitas.21  

3) Represif  

 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan 

hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara 

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan 

yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik 

berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika 

keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak 

lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar 

tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata 

api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam 

keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses 

penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan 

juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada 

Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus 

dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada 

pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun 

upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja.Jika 

upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum 

sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan 

selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya 

penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek 

jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari 

penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh 

hakim. 22  

 

 

 

2.  Kerangka Konseptual 

a. Efektifitas penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

                                                             
      21 Ibid, hlm 171  

      22 Ibid, hlm 109  
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b. Tindak pidana adalah  

c. Pelanggaran Lalu lintas adalah  pelanggaran rambu-rambu lallu lintas yaitu 

berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal 

perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan 

pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainnya). 

d. Kecelakaan  adalah kejadian yang tidak terduga (tidak ada unsur 

kesengajaan) dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik 

material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. 

e. Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor 

tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. 

f. Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme 

biologis. 

g. Polres Banyuasin adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia 

di daerah Kabupaten Banyuasin yang dikepalai oleh seseorang Kepala 

Kepolisaan Resor . 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian 

yuridis empiris.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

yuridis empiris dengan kata lain metode penelitian ini   dimulai   dari   

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor
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menganalisa   suatu   kasus   untuk   kemudian   dicari penyelesaian nya lewat 

prasedur perundang-undangan23. 

  Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau 

aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut24 Penelitian 

empiris (Empirical Law Research) adalah penelitian hukum positif tidak 

tertulis mengenai perilaku (Behavior) anggota masyarakat dalam hubungan 

hidup masyarakat.25 Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di 

lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.   

 Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris (Empirical 

Law Research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai 

perilaku (Behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat26 

penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai 

sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris 

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku 

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu 

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan27  

 

 

                                                             
         23 Ibid, hal 24  

  24 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  hlm. 13.  

 25 Ibid, hlm. 155.  

  26 Ibid 

  27 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm, 43. 
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2. Data dan Sumber Data 

 Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 

primer, 

1. Data primer 

 Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian 

empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan 

observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung28 Data primer adalah 

data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan 

dokumentasi di Polres Banyuasin. 

2. Data Sekuneder 

 Data sekunder adalah data yang tidak yang pertama, melainkan data 

yang diperoleh dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil  penelitian 

laporan,buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.29 Adapun ciri-

ciri dari data sekunder adalah:  

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready- 

made).  

b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh 

penelitipeneliti terdahulu.  

c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 

tempat.30  

 

                                                             
      28 Ibid., hlm. 157.  

   29 Zainuddin Ali, 2014, Metodologi Penelitian  Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.42 
     30 Ibid, hlm 12.  
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Tipe-tipenya, maka data sekunder dapt dibedakan antara:  

a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup dokumen 

pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya dan Data pribadi 

yang tersimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja 

atau sedang bekerja.  

b. Data sekunder bersifat publik, yang antara lain mencakup data arsip yaitu 

data yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuan, 

data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah 

untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rasio, dan Data lain yang 

dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.   

  Di dalam penulisan datasekunder yang digunakan berupa : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-

undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Laporan Polisi Nomor : LP / 07.08 / A- 99 / IX / 2018 

/Lantas, Tanggal 02 September 2018, Surat Perintah Penyidikan No.Pol 

: SPRINDIK / 55 / IX / 2018 / Lantas, Tanggal 02 September 2018. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jumal, 

proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan 

dengan lalu lintas. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data 

primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakuakan oleh 

Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Polres 

Banyuasin. Wawancara dilakukan dengan pihak korban yaitu Rani (ahli 

waris), saksi yaitu Fitriadi, pengendara yang terlibat kecelakaan yaitu M 

Ali Kurniawan, penyidik Polres Banyuasin yaitu IPDA Lukman Hartono, 

Brigpol Dede Suryadi. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu  melakukan pengkajian terhadap data  

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), 

bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya 

ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan  hukum tersier 

(kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, 

kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan 

permasalahan penelitian ini. 
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4. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan  

data yang dimaksud meliputi 31:  

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini.  

b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data 

skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali 

untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti.  

c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 
 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang  lingkup dan 

tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

                                                             
31 Ibid,  hlm. 27-28 
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